
No. Nama Sub Bidang 
Pelayanan/ Kontak 

Pelayanan 
Syarat-Syarat Alur 

2. Kesejahteraan Pegawai 
 
Pengelola : 
Agung Raharjo Wibowo 
Kusumo, S.E., M.M. 
(081-2280-5459) 
Martha Yaniargo, 
S.STP., M.A.P. (0823-
1502-0770). 

1. Pembekalan Calon Purna 
Tugas PNS 

1. Calon purna tugas PNS 
2. Belum pernah mengikuti kegiatan 

pembekalan calon purna tugas PNS 
3. Mengisi formulir kesediaan mengikuti 

pembekalan 
4. Melaksanakan registrasi peserta 

pembekalan 

 

1. BKD Prov. Jateng bersurat kepada SKPD 
perihal pendataan peserta pembekalan. 

2. SKPD mengirimkan lembar konfirmasi 
kesediaan mengikuti pembekalan. 

3. BKD Prov. Jateng bersurat perihal undangan 
pelaksanaan kegiatan pembekalan 

  2. Satyalancana Karya Satya 1. Daftar Riwayat Hidup (Format lengkap) 
2. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisasi 
3. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang 

dilegalisasi 
4. Fotokopi SK Jabatan terakhir yang 

dilegalisasi 
5. Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Dari Atasan Langsung 
6. Surat Pengantar Dinas,  Nominatif dan 

lampiran syarat dikirim ke BKD 

Keseluruhan proses pengusulan Tanda 
Kehormatan Satyalancana Karya Satya mulai 
dari input data usulan hingga verifikasi oleh 
BKD Provinsi terdapat dalam aplikasi SIOLA 
dengan alamat https://ula.kemendagri.go.id/ 
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Agung Raharjo Wibowo 
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(081-2280-5459) 
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1502-0770). 

3. Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dan 
Penetapan Tewas 

Jaminan Kecelakaan Kerja: 
a. Keputusan pengangkatan CPNS/PNS/PPPK 
b. Uraian tugas jabatan yang disetujui 

pimpinan 
c. Surat Perintah Tugas bagi ASN yang 

kecelakaan di luar kantor 
d. Surat keterangtan/Rekam medik dokter 

yang menerangkan penyakit/penyebab 
kecelakaan kerja 

e. Kronologi kejadian dari pimpinan minimal 
pengawas 

f. Persyaratan lain dalam  peraturan pengelola 
program (Perka BKN No. 4 Tahun 2020) 

Jaminan Kematian/Status tewas: 
a. Keputusan pengangkatan CPNS/PNS /PPPK 
b. Surat Keterangan Kematian dari dokter 

menerangkan penyebab kematian 
c. Laporan kronologis kejadian oleh pimpinan 

unit kerja  
d. Surat perintah tugas bagi ASN yang 

meninggal di luar lingkungan kerja 
e. Hasil visum tentang penyebab kematian 
f. Berita acara kepolisian tentang kronologi 

kejadian bagi ASN meninggal karena 
kecelakaan lalu lintas 

g. Persyaratan lain yang ditentukan (Perka 
BKN No. 4 Tahun 2020) 

Jaminan Kecelakaan Kerja: 
a) ASN membutuhkan perawatan: 

Pengajuan permohonan oleh 
pimpinan unit kerja kepada pengelola 
program (Taspen) dengan 
melampirkan persyaratan   

b) ASN tidak mampu bekerja : 
1. Surat Permohonan dari unit kerja  
2. PPK melalui Kepala BKD mengajukan 

permohon kepada BKN dengan 
melampirkan persyaratan 

3. BKN melakukan verifikasi dan validasi data 
usulan. 

4. Pembayaran tunjangan oleh pengelola 
program (Taspen) 

Penetapan Tewas : 
a. Surat permohonan dari unit kerja 
b. PPK melalui Kepala BKD mengajukan 

permohonan kepada BKN dengan 
melampirkan persyaratan 

c. BKN melakukan verifikasi dan validasi 
data usulan  penetapan tewas 

d. PPK menetapkan status tewas 
 

7.  
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4. Uji Kesehatan PNS 1. Tidak dapat bekerja karena kesehatannya  
2. Memperlihatkan gejala penyakit/kelainan 

yang berpengaruh pada diri dan 
lingkungan  

3. Telah melaksanakan cuti sakit selama 1 
(satu) tahun tetapi belum mampu kembali 
bekerja  

4. Surat Permohonan uji kesehatan PNS  
dari unit kerja 

1. Surat permohonan dari unit kerja 
2. BKD Prov. Jateng mengajukan permohonan 

ke RS tempat uji kesehatan yang telah 
ditentukan oleh Kemenkes 

3. BKD Prov. Jateng menerima undangan 
pelaksanaan uji kesehatan dari RS tempat uji 
kesehatan dan diteruskan kepada unit kerja 
PNS sakit 

4. RS melaksanakan uji kesehatan terhadap 
PNS sakit 

5. BKD Prov. Jateng menerima hasil uji 
kesehatan sekaligus rekomendasi tindakan 
bagi PNS tersebut. 

  5. Klinik Pratama  1. Kartu Indonesia Sehat      Datang langsung ke Klinik Pratama BKD 
Prov. Jateng 

  6. BP Tapera Menunggu proses konsolidasi BP Tapera  
 


